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P U T U S A N
Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

Hastuti binti Beddu, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jendral, Sudirman,

No. 13-14, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung

Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

Sudirman  bin  Sommeng,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  BTN.

Somba 05, Lorong 03, (rumah paling Ujung), Kelurahan

Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu,  Kabupaten

Bulukumba, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28

Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba

dalam  register  perkara  Nomor  103/Pdt.G/2019/PA.Blk,  yang  telah

diperbaikinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2005, di Kecamatan Sabbangparu,

Kabupaten  Wajo,  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

125/15/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sabbangparu,

Kabupaten Wajo;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah bersama di BTN. Bongkas, Paenre Lompoe, kecamatan Gantarang,

Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun dan telah di karuniai dua orang

anak bernama masing-masing bernama, Muh. Alfian, Abbad Subair, dan

anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat; 

3. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  semula

berjalan  rukun dan baik,  tetapi  sejak bulan  Januari  tahun 2011,  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sering  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan Penggugat  dan Tergugat  pada akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada  intinya

disebabkan karena :

a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain.

b. Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;

c. Tergugat sering mengancam Penggugat.

5. Bahwa,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  bulan

Desember tahun 2011 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali

bertengkar  karena  Tergugat  memukul  Penggugat  tanpa  alasan  jelas

hingga  akhirnya  Tergugat  pergi  dan  tidak  pernah  kembali  sampai

sekarang; 

6. Bahwa sejak  kejadian  itu  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri  sampai

sekarang  yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun,  tanpa

jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa  Penggugat  pernah  mengajukan  gugatan  pada  tahun  2012

dengan nomor perkara : 51/Pdt.G/2012/PA.Blk. namun di gugurkan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil; 

9. Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

sedemikian  parahnya,  sehingga  dengan  cara  apapun,  Penggugat  dan

Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi

yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Sudirman  bin

Sommeng) terhadap Penggugat (Hastuti binti Beddu); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai  dengan ketentuan hukum yang

berlaku; 

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil  atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut  dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut  disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang  isinya  telah  dilakukan  perubahan  seperlunya  oleh

Penggugat,  dan  selebihnya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat,  yang

perubahan dimaksud telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Ira Muhtar bin Muhtar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ...,

pekerjaan  ibu  rumah tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Taccorong  Desa

Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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...

Saksi  2,  H,  Muh  Amir  bin  Jumade,  umur  60  tahun,  agama  Islam,

pendidikan ..., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Bongkas Desa

Paenrelompoe  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut,  Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat  telah  jelas

menunjukkan  sengketa  perkawinan  dan  dengan  didasarkan  kepada  dalil

Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum

Pengadilan Agama Bulukumba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009,  maka  Pengadilan  Agama  Bulukumba  berwenang  menerima,

memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  154  RBg  dan  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun   2008  tentang  Mediasi  dalam  perkara

perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini

tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan

tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat

agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  majelis  menilai

bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
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tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  yang

terus menerus yang sulit  untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal  19 huruf  f  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975 dan karenanya secara formal  gugatan Penggugat  patut  diterima dan

dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah sejak bulan Januari tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat

sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan

Penggugat  dan Tergugat  pada akhirnya menjadi  tidak  harmonis  lagi,  yang

disebabkan  Tergugat  selingkuh dengan wanita  idaman lain,  Tergugat  telah

menikah  tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  Tergugat  sering  mengancam

Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2011 dimana

saat  itu  Tergugat  memukul  Penggugat  tanpa alasan  jelas  hingga  akhirnya

Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  meskipun  perkara  ini  dapat  diputus  dengan

verstek, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap

diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya  dengan

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  surat  bertanda P, yang dinilai

telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, serta memiliki nilai

pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  sehingga  dengan  demikian,

berdasarkan  bukti  P  tersebut  patut  dinyatakan  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  dalam  persidangan,

sehingga secara formal kedua saksi tersebut dinilai  telah memenuhi syarat

bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan

dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  menurut  pendapat  Majelis  Hakim

bahwa keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain

dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai

telah memenuhi  syarat  bukti  saksi,  dan karena kedua saksi  tersebut  telah

memenuhi  batas  minimal  bukti  saksi,  maka  atas  dasar  keterangannya

tersebut  sepanjang  yang  berkaitan  dengan  alasan  perceraian  dinyalakan

terbukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah

dipertimbangkan di atas, fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini

adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

tidak rukun karena sering berselisih  disebabkan Tergugat  telah menikah

dengan wanita lain;

- Bahwa  akibatnya,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  tahun  2011  hingga  sekarang  telah  berlangsung  selama

kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis

senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana

antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah

suatu keterikatan baik lahir  (fisik)  maupun batin (psikis),  merupakan syarat

yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal
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tersebut  menunjukkan  pula  bahwa  terbentuknya  kebahagiaan  suami  istri

sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan

psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan

Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat

dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun telah pula

menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (marriage breakdown), hal

ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang

saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi

merasa  memiliki  suaminya  yaitu  Tergugat,  inilah  yang  disebut  pecahnya

perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga".

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  dimana

perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena Tergugat telah

menikah dengan wanita lain, dan telah berakibat pada perpisahan Penggugat

dan  Tergugat  selama  kurang  lebih  9  tahun  hingga  sekarang,  merupakan

perwujudan dari karakteristik perselisihan yang terus menerus dalam rumah

tangga, dan oleh karena adanya usaha keluarga untuk merukunkan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  ternyata  tidak  berhasil,  ini  menunjukkan

bahwa harapan (ekspektasi)  untuk kembali  sebagai  suami istri  dinilai  telah

tiada,  sehingga dengan demikian  unsur  fakta  tersebut  di  atas  patut  dinilai

telah  memenuhi  unsur  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  abstraksi  hukum  yang

terkandung  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  237  K/AG/1998

tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim

dalam  perkara  ini,  dimana  abstrak  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya
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adalah bahwa berselisih,  cekcok,  hidup berpisah,  tidak  dalam satu tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  untuk  meneruskan

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum

yang  cukup  untuk  alasan  dalam suatu  perceraian  sesuai  dengan  maksud

Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  suatu  alasan  perceraian  adalah  semata-mata

ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri

tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan

sebab dalam hal terjadinya percekcokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang

ditimbulkan  dan  telah  mengancam  keutuhan  dan  keberadaan  perkawinan

menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang

kuat  dan  suci,  yang  untuk  memutuskannya  tidak  boleh  diukur  dengan

kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah

tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini  berarti  hati  kedua belah pihak telah

pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk

mengabulkan  gugatan  Penggugat,  dan  karena  antara  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  pernah  terjadi  perceraian  sebelumnya,  maka  berdasarkan

ketentuan  Pasal  119  ayat  2  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga

tuntutan  pokok  Penggugat  yang  memohon agar  perkawinannya  dijatuhkan

talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  sepatutnya,  dan  gugatan

Penggugat dinilai  telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan,

maka berdasarkan  ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3
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tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shugra  Tergugat  (Sudirman  bin

Sommeng) terhadap Penggugat (Hastuti binti Beddu);  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Bulukumba  pada  hari  Rabu  tanggal  20  Februari  2019  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  14  Jumadil  Akhir  1440  Hijriah  oleh:  M.  Safi'i,

S.Ag.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Muhamad  Anwar  Umar,  S.Ag.,  dan

Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis, dihadiri  oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh  Baharuddin,  S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  pula  oleh

Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag. M. Safi'i, S.Ag

Muhammad Natsir, S.HI. Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
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-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 320.000,00
-  Redaksi : Rp 5.000,00
-  Meterai : Rp           6.000,00  

J u m l a h : Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).
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